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PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15 TAHUN 2018 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a.   bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi,  perlu  membentuk Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi; 

b. bahwa pembentukan, organisasi, dan tata kerja Lembaga 

Layanan Pendidikan Tinggi telah mendapat persetujuan 

dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor: 

B/298/M.KT.01/2017 tanggal 24 Mei 2017 dan surat 

nomor: B/215/M.KT.01/2018 tanggal 21 Maret 2018; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Layanan Pendidikan Tinggi;  
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Mengingat : 1.  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun  2012  tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan  Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5500); 

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 14);  

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 889);  

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :   PERATURAN   MENTERI   RISET, TEKNOLOGI, DAN 

PENDIDIKAN TINGGI TENTANG ORGANISASI   DAN   TATA   

KERJA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI. 

 

BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

 

Pasal 1 

(1) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya 

disingkat LLDIKTI adalah satuan kerja di lingkungan 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan 

mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah 

kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala. 

(2) LLDIKTI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 
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Pasal 2 

LLDIKTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:  

a. LLDIKTI Tipe A; dan 

b. LLDIKTI Tipe B. 

 

Pasal 3 

LLDIKTI mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi 

peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di 

wilayah kerjanya. 

 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, LLDIKTI menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi di 

wilayah kerjanya; 

b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya;  

c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan 

perguruan tinggi di wilayah kerjanya; 

d. pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam 

penjaminan mutu eksternal di wilayah kerjanya;  

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi di wilayah 

kerjanya;  

f. pengelolaan data dan informasi di bidang mutu 

pendidikan tinggi di wilayah kerjanya; dan  

g. pelaksanaan administrasi LLDIKTI.  
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BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 5 

LLDIKTI terdiri atas: 

a. Kepala; 

b. Sekretariat; dan 

c. Kelompok Tenaga Ahli. 

 

Bagian Kedua 

Kepala 

 

Pasal 6 

(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 

mempunyai tugas memimpin pelaksanaan fasilitasi 

peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di 

wilayah kerjanya. 

(2) Jabatan Kepala merupakan tugas tambahan yang 

diduduki dosen senior yang berstatus pegawai negeri sipil 

dari salah satu perguruan tinggi yang mempunyai 

kualifikasi tertentu.  

(3) Dosen senior dan kualifikasi tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

 

Bagian Ketiga 

Sekretariat 

 

Pasal 7 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 

b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.  
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Pasal 8 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai 

tugas melaksanakan pemberian layanan teknis dan 

administratif di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan 

pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. 

 

Pasal 9 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran 

LLDIKTI di wilayah kerjanya; 

b. pengelolaan data dan informasi di bidang kelembagaan, 

akademik, kemahasiswaan, sumber daya, dan sistem 

informasi perguruan tinggi di wilayah kerjanya; 

c. penyiapan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan 

mutu kelembagaan, akademik, kemahasiswaan, sumber 

daya, dan sistem informasi perguruan tinggi di wilayah 

kerjanya; 

d. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama LLDIKTI di 

wilayah kerjanya;  

e. pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik 

negara  LLDIKTI di wilayah kerjanya; dan 

f. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan,  dan 

hubungan masyarakat di lingkungan LLDIKTI di wilayah 

kerjanya; dan  

g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan serta penyusunan laporan LLDIKTI di wilayah 

kerjanya. 

 

Pasal 10 

(1) Sekretariat pada LLDIKTI Tipe A terdiri atas: 

a. Bagian Umum;  

b. Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi; 

c. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;  

d. Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional.  
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